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Puji dan sukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami telah dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  tahun 2018  dapat diselesaikan, Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan 
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 
tujuan/sasaran strategis instansi. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan 
Terpadu Satu Pintudisusun sesuai Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan 
atas Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah.untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu berdasarkan Rencana Strategis Dinas tahun 2017-2021 yang memuat Visi dan 
Misi , Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan/Sasaran 
Dinas Penanaman  Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu dalam lakip ini juga 
dipaparkan Rencana Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan 
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama 
tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan 
transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan 
telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 
Penanaman  Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018  ini, maka kami 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak  yang telah banyak membantu hingga 
selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada 
pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama 
tahun 2018. 

Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 
2018 ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2018 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan 
sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian kami telah 
mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan 
pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tahun 2018 ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.

Tanjung Balai Karimun,     Maret 2019
Kepala Dinas Penamaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda 
NIP. 19701026 199201 1 001 



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 
Karimun 

2019 

ii | L A K I P   T A H U N   2 0 1 8 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Dalam mewujudkan Good Governance  dan dengan berprinsip pada tatakelola 
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) telah berupaya menyelenggarakan tugas 
pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai instansi pemerintah Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempertanggungjawabkan kinerja dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Review Rencana 
Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Karimun tahun 2017 – 2021 yang telah diselaraskan  dengan Review Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016- 2021. 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan 
sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 
dan tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun. 

 Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan good governance and clean governance 
semakin kuat, hal tersebut sesuai harapan stakeholders pemerintah, pelaku usaha, 
masyarakat internasional dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap penyelenggaraan 
pemerintah yang  efektif, efesien, frofesional, transfaran, akuntabel dan bebas KKN, dilandasi 
dengan kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya akuntalibilitas publik baik bagi 
manajemen maupun bagi stakeholders, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 dimana pada Lakip Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi jelaskan upaya-upaya yang di lakukan untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Untuk mewujudkan Visi dan misi yang ingin di capai pada tahun 2018 Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 22 (dua puluh dua) 
Kegiatan yang terbagi dalam 13 (tiga belas) Program dengan total pendanaan sebesar Rp. 
4.971.395.400 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan 
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan target pencapaian sebesar 100 %  sedangan 
pencapaian dari penyerapan anggaran sebesar 92.89 %atau Rp. 4.618.172.300,- (Empat 
miliar enam ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Rupiah) 
selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan  di  Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas organisasi 
dan tata kelola pemerintahan yang baik maka dirumuskanlah 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) 
Sasaran yang diharapkan akan  dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai mana 
yang tertuang dalam Renstra 2017-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yang mengacu 
sepenuhnya pada 2 (dua ) misi Kabupaten Karimun dengan rincian sebagai berikut : 
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Misi Pertama 

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA

SAING) )

Untuk mewujudkan Misi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  dinasditetapkan 1 (satu) tujuan dan
dan 1 (satu) sasaran yaituMeningkatkan Pertumbuhan Investasi denganSasaran yang ingin dicapai “
Meningkatnya Minat Berinvestasi”

Misi Kedua 

2. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani(TERDEPAN

DALAM PELAYANAN BIROKRASI)

Untuk mewujudkan Misi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  dinasditetapkan 1

(satu) tujuan dan dan satu sasaran yaitu Meningkatkan kemudahan pelayanan

perizinandengan Sasaran yang ingin dicapai ‘’ Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan”

Dari hasil Pengukuran kinerja tahun 2018 atas indikator indikator sasaran yang telah 
di tetapkan pada perjanjian kinerja dan Rencana KerjaTahun 2018  yang terdiri dari 8 
(Delapan ) Indikator menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
untuk tahun 2018  telah berhasil mencapai sasaran yang telah di tetapkan hal ini dapat dilihat 
dari rata rata persentase capaian hasil kinerja sasaran diatas  100% yang di hitung dari rata-
rata capaian kinerja sasaran.  

Pencapaian Target Renja 2018 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun 

No Sasaran Jumlah Indikator 

Tingkat Capaian 

Melampaui Target (> 
100 % )  Renja 

Belum tercapai 

1 Sasaran 1 3 Indikator 3 indikator 0 Indikator 

2 Sasaran 2 5 Indikator 5 Indikator 0 Indikator 

Kami menyadari bahwa informasi yang kami sampaikan dalam LAKIP belum 
sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta masih banyak kekurangan, karena 
itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat kami perlukan untuk 
penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa akan datang 
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BAB I 

D AT A  U MU M  O RG A NI S A SI  

Terselenggaranya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (Good 

Governance) adalah persyaratan dari setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan 

aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama. Untuk mencapai cita-

cita tersebut diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang 

tepat, jelas, dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan prinsip berdaya guna, berhasil 

guna, dan bertanggung jawab (Accountable)dan bermuara pada pemerintahan bersih 

yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan 

setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan 

perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2018 sebagai wujud 

pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi organisasi. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

I.1 

 PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
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Karimun adalah unsur  pelaksana tugas tertentu di  bidang pelayanan penanaman modal 

dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Karimun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan susuanan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten 

Karimun dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

odal, maka ditindak lanjutidengan pembentukan Badan Penaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Karimun. 

  Dalam perjalanannya, sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP telah mengalami beberapa perubahan nama 

organisasi / instansi dikarenakan adanya penambahan, perluasan dan penyesuaian tugas 

pokok dan fungsi organisasi. 

  Berikut ini adalah skematis perubahan nama organisasi dengan Dasar 

Hukum dan tahun berlakunya yang digambarkan dengan diagram Fish Bone / tulang 

ikanyaitu : 

DIAGRAM  1.1 
DIAGRAM FISH BONE SKEMATIS PERUBAHAN NAMA ORGANISASI, DASAR 

HUKUM, DAN TAHUN BERLAKUNYA 
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Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat skematis perubahan nama organisasi 

DPMPTSP dari awal berdirinya hingga sekarang. Dimulai dari Tahun 2002 dengan nama 

organisasi Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap. Kantor ini dibentuk setelah tiga 

tahun setelah berdirinya Kabupaten Karimun pada Tanggal 04 Oktober 1999 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang merupakan perwujudan dari 

fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. 

   Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2006 

dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang pembentukan Pusat 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, maka Kantor Pusat Pelayanan 

Perizinan Satu Atap berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu yang 

selanjutnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan  izin.Namun Pusat Pelayanan 

Perizinan Terpadu belum merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga 

belum memiliki anggaran sendiri dan belum memiliki pegawai tetap serta pelaksanaan 

perizinan masih dibebankan kepada institusi induk. Oleh karena itu, untuk efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan pemenuhan kebutuhan 

organisasinya maka Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 05 Tahun 2006, tentang pembentukan Badan Pelayanan Terpadusehingga Pusat 

Pelayanan Perizinan Terpadu berubah nama institusinya menjadi Badan Pelayanan 

Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati Karimun pada tanggal 30 November 2006. 

   Dalam perjalanannya Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan TerpaduSatu 

Pintu Kabupaten Karimun oleh pemerintah pusat diterbitkanlah regulasi yang mengatur 

tentang penanaman modal yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang penanaman modal dan guna mendukung penerapan Undang-Undang 

tersebut yang disejalankan dengan perubahan beberapa struktur organisasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati 

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

kembali berganti nama menjadi Badan  Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Karimun yang berlaku mulai dari tanggal ditetapkannya tahun 

2016,kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
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2016 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, maka Badan  

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berganti nama menjadi  Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari ditetapkan Perda tersebut sampai 

sekarang. 

  TUGAS  POKOK 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan penanaman modal 

yang meliputi perizinan dan non perizinan. 

1.1.2  F U N G S I 

  Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pelayanan perizinan, non perizinan dan 
penanaman modal yang menjadi kewenangan Badan Penanam Modal dan Perizinan 
Terpadu; 

2. Melaksanan kegiatan peninjauan lapangan dan melakukan penilaian secara teknis 
setiap permohonan perizinan sebelum dikeluarkan izin sebagai mana mestinya; 

3. Melaksanakan  pelayanan  teknis  administrasi dibidang ketatausahaan; 

4. Menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan dan 
non perizinan penanam modal; 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

 

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

 Struktur Organisasi DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Kepala Bagian Tata 
Usaha, empat orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bagian, dan Delapan  orang 
Kepala Seksi., dengan susunan organisasinya sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahi:  
 1. Sub. Bagian Umum Kepegawaian 
 2. Sub. Bagian Perencanaan & keuangan  

c. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahi : 
1. Kepala Seksi Perizinanan Jasa Usaha  1 

I.1.3 

I.1.2 

I.1.1 
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2. Kepala Seksi Perizinanan Jasa Usaha  2 
d.   Bidang Perizinan Tertentu 

1. Kepala Seksi Perizinanan Tertentu   1 
2. Kepala Seksi Perizinanan Tertentu 2 

e.Bidang Evaluasi dan Pengendalian 
 1. Kepala Seksi Pengendalian Pelayanan dan data 
 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Evaluasi 
f. Bidang Promosi dan Penanaman Modal 

 1. Kepala Seksi Promosi penanaman Modal dan  
 2. Kepala Seksi Pelaksanaan  Pengendalian Penanaman Modal 
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GAMBAR 1. 2 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KARIMUN 
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ISU-ISU  STRATEGIS ORGANISASI 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang 
pelayanan terpadu untuk masyarakat maupun pelanggan.Isu strategis adalah kondisi atau 
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena 
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Di dalam 
rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Karimun telah ditetapkan isu-isu strategis yang dijadikan dasar perumusan strategi dan 
arah kebijakan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Karimun ke depan,  Adapun isu-isu tersebut yaitu: 

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran 

2. Peningkatan disiplin aparatur 

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan 

5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha 

Untuk mendukung keseluruhan isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun melaksanakan program prioritas yang 
termasuk unsur wajib yaitu sebagai berikut : 

1.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

4.Program Peningkatan Pengembangan  Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan  

5.Program Peningkatan Kapasitas SDM 

6.Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 

7.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

8.Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan 

9.Program Pengembangan Data/ Informasi 

10. Proghram Perencanaan Pembangunan Daerah 

11. Program penataan Peraturan Perundang-undangan 

12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

13. Program Peningkatan Siostem pengawasan Internal dan pengendalian 
Pelaksanaan KDH 

I. 2 
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1.3   SISTEMATIKA PENYAJIAN 

 

Adapun sistematika penyajianLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategisyang dihadapi 
SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

BAB II  : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu,IKU dan Perjanjian 
Kinerja 

BAB III  : AKUNTABILITAS KINERJA 
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan AnalisisCapaian Kinerja serta 
Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV  : PENUTUP 

Gambar 1.3 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP DPMPTSP TAHUN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
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LAN   DASAR HUKUM 

Laporan Kineja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu kabupaten Karimun Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan : 

1. Undang- undang No.25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–

undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

I. 4 
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5679); 

7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4724); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Perda Provinsi Kepri No.02 Tahun 2009 tentang RPJP Prov Kepri Tahun 2005-2025 ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.06 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 No.07 ) ;. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-

2016  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun; 

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal; 

16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
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Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

21. Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang 

Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

22. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara PAN-RB dan Kepala 

BKPM Nomor 570/3727A/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010, 12 Tahun 2010 tentang 

Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; 

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal; 

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja 

Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun; 

25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Karimun No.14 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan 

Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. 

26. Peraturan Bupati Karimun Nomor  18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan padaDinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun; 

27. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun Nomor 192.a Tahun 2013 tentang Penetapan Pembagian Tugas 

dan Penanggungjawab Penyelenggara Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada 
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Kepala Bidang Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun. 

28. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua  atas Praturan

Kepala Badan Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor

10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Staf dan Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi pada Badan Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

29. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2021;

30. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2018;
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II.1 

 

 

 

 

  

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk rencana kontribusi yang signifikan bagi 

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana strategis kemudian 

dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

Acuan utama penyusunan rencana strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan visi, misi, dan arah kebijakan dan rencana 

program indikatif. Sehingga, rencana strategis instansi pemerintah khususnya Satuan Kerja 

Perangkat Daerah berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang 

akandilaksanakan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun ke depan. 

Rencana strategis disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terselenggaranya pemerintahan yang 

akuntabel dan transparan sehingga terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik dan 

bersih (good governance dan clean governance). 

 

  RENCANA STRATEGIS ORGANISASI 

Sebagai instansi pemerintah daerah yang berkewajiban mempertanggung jawabkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah menetapkan Perencanaan Strategis 

(RENSTRA) yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai 

  

BBAABB  IIII  

PPEERREENNCCAANNAAAANN  DDAANN    

PPEENNEETTAAPPAANN  KKIINNEERRJJAA  
Pada Bab Ini dijabarkan  

Perencanaan  Strategis sebelum 
dan sesudah Reviw  IKU dan Perjanjian Kinerja 
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tujuan organisasinya. 

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 

Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

kabupaten Karimun yaitu “ merumuskan kebijakan teknis  pelayanan terpadu 

dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat 

maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah”. Masing-masing 

daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam 

perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 

setempat.Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi 

pelaku utama pembangunan. 

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang mudah, cepat, 

transparan, pasti,  konsekuen, komprehensif dan sistematis yangdituangkan pada 

perencaaan strategis ( RENSTRA ) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 

hingga 5 tahun kedepan.Dalam penyusunan rencana strategis ini diperlukan analisis SWOT 

terhadap sumber daya yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu PintuKabupaten Karimun. Analisis SWOT yang dimaksud yaitu :Strengt, 

Weeknest, Oppurtunity dan Treath. 

 

 VISI 

 Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah penetapan 

visi.Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin 

dicapai oleh suatu organisasi jauh dimasa yang akan dating, Visitersebut harus selalu 

berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga 

suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibelitas.Dengan menetapkan visi diharapkan 

organisasi dapat tetap eksis, antisipatif, dan produktif  dengan terus berinovasi (creative 

thinking). 

 Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

II.1.1 
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Karimun merupakan bagian terintegrasi dari visi Kabupaten Karimun. Dalam menetapkan 

visi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

memperhatikan target Pemerintah Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2017-2021 

visi Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada visi Pemerintah Kabupaten, dengan 

tetap memperhatikan  lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi 

organisasi,  adapun visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun yaitu : 

II.1.2    MISI

 Jika visi  dapat diartikan dengan “What be believe we can be” maka misi 

bermakna “what be believe we can do”. Maksudnya jika visi merupakan gambaran 

masa depan mau jadi apa suatu organisasi, maka misi secara eksplisit berarti apa yang 

bisa dilakukan organisasi untuk mencapai masa depan (visi).Misi merupakan langkah-

langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan yang yang telah ditargetkan 

dengan baik. 

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang 

telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to be 

done) dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun  adalah : 

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA

SAING) )

“ Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai 

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim 

yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa” 

”

II.1.2 
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2. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani(TERDEPAN DALAM 

PELAYANAN BIROKRASI) 

Misi Ini merupakan perpanjangan Misi ke 1 (Satu)    dan  Misi  ke 7 (Tujuh)  
Kabupaten Karimun. 

 

 

TUJUAN 

Untuk mewujudkan Ke 2 (dua) Misi diatas ditetapkalah 2 (Dua) tujuan yang ingin 

dicapai, Fokus penetapanTujuan adalah untuk mewujudkan visi dan realisasi misi dalam 

jangka waktu yang pendek. Adapun tujuan  dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun adalah :  

TUJUAN MISI I 

 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi. 

TUJUAN MISI II 

 Menciptakan kemudahan pelayanan perizinan 

 

SASARAN 
 

 Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana 

kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen 

pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja 

(performance agreement), dan pemantauan program / kegiatan. Berdasarkan faktor-

faktor kunci keberhasilan, maka diharapkan dapat mencapai visi dan misi, ditetapkan 

sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan 

indikator kinerja yang diharapkan.Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat 

diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang 

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. 

 Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 

dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang 

diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara 

II.1.3 

II.1.4 
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berkelanjutan. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Karimun yaitu : 

1. Meningkatnya Minat Berinvestasi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan sasaran dan indikator dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 2.1 
T U J U A N  J A N G K A  M E N E N G A H  P E L A Y A N A N  O P D  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE 

2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Meningkat
kan  
Pertumbu
han  
Investasi 

Meningkatnya 
Minat 
Berinvestasi 

Jumlah Investor  
(PMA/PMDN) 

340 345 350 355 360 

Nilai Investasi 21,6 T 21,7 T 21,8 T 
21,9 

T 
22 T 

Persentase 
Kenaikan   Investasi 

2 % 2 % 4 % 6 % 8 % 

2 Meningkat
kan 
kemudaha
n 
pelayanan 
perizinan 

Meningkatny
a Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

> 3.00 > 3.00 > 3.00 
> 

3.00 
> 3.00 

Persentase 
Perizinan Tepat 
Waktu 

92.20 
% 

92.50 
% 

93.00 
% 

93.2
0 % 

93.50 % 

Persentase  Izin 

yang sudah On 
Line 

10 % 30 % 60 % 80 % 100 % 

Persentase 
Pengaduan izin 

Yang di Tindak 
Lanjuti 

80 % 85 % 87 % 90 % 95 % 

Persentase 
Perizinan yang 
dikeluarkan 

DPMPTSP 

95% 97% 98% 99% 100% 
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STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 Tahun 2018  merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 

2017-2021. Berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya 

sasaran-sasaran pada tahun 2018 dan renstra tahun 2017-2021 yang diharapkan terwujud 

pada tahun 2018  dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2018 diharapkan 

akan mampu mempercepat terwujudnya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. 

 Setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program 

terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan 

dan karekteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada 

penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. 

II.S T RATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan 

dan program-program. Adapun strategi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang timbul dari hasil analisis permasalahan yang menyebabkan 

terganggunya pencapaian visi dan misi. Adapun strategi tersebut yaitu : 

Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung 

kepastian berusaha 

Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS) 

Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat 

Pensinergian  penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) milik 

pemerintah daerah dengan KPBPB dan penggunaan Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

pelayanan 

II.2

II.2.1 
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 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik 

sehingga tercapai pelayanan prima. 

 Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan public 

 

Misi I (satu)  

 Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA 

SAING) 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

Meningkatkan  
Pertumbuhan  
Investasi 

Meningkatnya Minat 
Berinvestasi 

Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang 
lengkap dan akurat 

Pensinergian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu (PTSP) milikpemerintah daerah dengan KPBPB 
dan penggunaan Sistem PelayananInformasi dan 
Perizinan Investasi secara Elektronik(SPIPISE) 

Dorongan dan bantuan terhadap KPBPB dalam 
mengembangkanmekansime promosi investasi yang 
lebih efektif 

Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan 
untukmendukung kepastian berusaha 

Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha. 

Pemberian kemudahan pelayanan bagi pelaku IKM melalui sistem 
pelayanan satu pintu 

 

Misi VII  (Tujuh) Kabupaten Karimun 
 Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

Meningkatkan 
kemudahan 
pelayanan 
perizinan 

meningkatnya  
kemudahan dan 
kenyamanan  
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pelayanan) 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
dalam pelayanan publik sehingga tercapai pelayanan 
prima. 

Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan 

publik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Perizinan 

Implementasi maklumat pelayanan 

Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan oleh OPD 
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II.2. K E B I J A K A N

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapai nya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah . 

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2017- 2021 adalah sebagai berikut : 

Misi I (satu) Kabupaten Karimun 

Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA 

SAING) 

Tujuan : “ Meningkatkan  Pertumbuhan  Investasi” 

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Meningkatny
a Nilai 
Investasi 

Penyediaan informasi tentang 
peluang investasi yang lengkap dan 
akurat 

Menyediakan informasi tentang peluang 
investasi yang lengkap dan akurat 

Menyediakan informasi tentang peluang 
investasi yang lengkap dan akurat sehingga 
dapat memberi kejelasan kepada calon 
investor sekaligus membantu mereka dalam 
pengambilan keputusan investasi 

Pensinergian penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 
milikpemerintah daerah dengan 
KPBPB dan penggunaan Sistem 
PelayananInformasi dan Perizinan 
Investasi secara Elektronik(SPIPISE) 

Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu (PTSP) 

Mengoptimalkan Pemanfaaan Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
secara Elektronik (SPIPISE) 

Dorongan dan bantuan terhadap 
KPBPB dalam 
mengembangkanmekansime 
promosi investasi yang lebih efektif 

Menjalin kerjasama media-media promosi 
skala nasional dan internasional 

 Menyelenggarakan pertemuan investor 
(Karimun Summit) sebagai ajang promosi 
daerah 

Mengoptimalkan keberadaan perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri untuk 
mendukung upaya-upaya promosi investasi 
daerah 

Meningkatkan keikutsertaan daerah dalam 
ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha 

II.2.2 
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dengan pemerintah pusat/daerah lain 

Meningkatny
a Minat 
Berinvestasi 

Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi 
dan kebijakan untukmendukung kepastian 
berusaha 

Menyempurnakan dan memperbaiki regulasi dan 
kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha bagi 
investor, 

Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan 
usaha. 

Meningkatkan kemudahan prosedur perizinan dan usaha 

Pemberian kemudahan pelayanan bagi pelaku 
IKM melalui sistem pelayanan satu pintu 

Meningkatkan daya tarik investasi pada sektor IKM melalui 
kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non 
fiskal 

Meningkatkan promosi investasi pada sektor IKM secara 
lebih efektif 

 

Misi VII  (Tujuh) Kabupaten Karimun 

 Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani 

Tujuan : Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan 

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Meningkatny
a Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan 

Optimalisasi penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam pelayanan. 

Mengoptimalkan penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) dalam 
pelayanan 

Penyediaan sarana dan prasarana 
yang memadai dalam pelayanan 
publik sehingga tercapai pelayanan 
prima. 

Menyediakan sarana dan prasarana yang 
memadai dalam pelayanan publik sehingga 
tercapai pelayanan prima. 

Peningkatan fasilitas penunjang 
kualitas pelayanan publik 

Meningkatkan dan memelihara fasilitas 
secara berkala dalam mendukung kecepatan, 
ketepatan dan kenyamanan pelayanan 

Implementasi maklumat pelayanan 

Meningkatkan kualitas perilaku dan 
profesionalisme aparatur pemerintah 

Meningkatkan fasilitas penunjang kualitas 
pelayanan publik 

Melakukan penilaian dan pemeringkatan 
secara periodik terhadap jenis layanan yang 
tersedia 

Penyusunan dan pelaksanaan standar 
pelayanan oleh OPD 

Memastikan ketersediaan SOP setiap unit 
pelayanan publik 

Menciptakan kebijakan pelayanan publik 
yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-
belit 

Mengevaluasi berkala dan perbaikan 
terhadap SOP yang telah disusun 
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PENETAPAN KINERJA RENCANA KERJA 

 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola 

adapun tujuan khusu dari penetapan kinerja adalah  : (1) meningkatkan akuntabilitas,, 

transfaransi dan kinerja aparatur (2). Sebagai Wujud nyata komitmen antara pemberi 

amanah dengan penerima amanah, (3). Sebagai dasar penilian keberhasilan maupun 

kegagalan pencapaian tujuan sasaran Organisasi, (4) tolak ukur kinerja aparatur (5 ) dasar 

pemberian Reward / penghargaan ataupun sanksi 

 Untuk Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Karimun telah merumuskan Penetapan Kinerja sesuai dengan kedudukan tugas 

, dan Fungsi yang ada, Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas 

kinerja Dinas tahun 2018,  penetapan kinerja tahun 2018 didasari dari Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2018 yang dapat di lihat dari tabel berikut : 

Tabel 2.2 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KRIMUN 
 

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target 

Meningkatkan  

Pertumbuhan  

Investasi 

Meningkatnya 

Minat 

Berinvestasi 

Jumlah Investor  

(PMA/PMDN) 
345 Investor 

Nilai Investasi 21,7 T 

Persentase Kenaikan   

Investasi 
2 % 

Meningkatkan 

kemudahan 

pelayanan 

perizinan 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat > 3.00 

Persentase Perizinan Tepat 

Waktu 
92.50 % 

Persentase  Izin yang sudah 

On Line 
30 % 

Persentase Pengaduan izin 

Yang di Tindak Lanjuti 
85 % 

Persentase Perizinan yang 

dikeluarkan DPMPTSP 
97% 

II.3 
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Secara Ringkas gambaran keterkaitan tujuan sasaran dan indikator kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2018  digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 
PEMETAAN TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2018 
 

 

❶ 
Tujuan 1 : 

” Meningkatkan pertumbuhan Investasi ” 

Sasaran Indikator Target 2018 

Meningkatnya 
Minat 
Berinvestasi 

 Jumlah Investor  (PMA/PMDN) 345 Investor 

 Nilai Investasi 21,7 T 

 Persentase Kenaikan   Investasi 2 % 

 
 

❷ 
Tujuan 2 : 

” Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan “ 

Sasaran Indikator Target 2018 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Perizinan 

 Indeks Kepuasan Masyarakat > 3.00 

 Persentase Perizinan Tepat Waktu 92.50 % 

 Persentase  Izin yang sudah On Line 30 % 

 Persentase Pengaduan izin Yang di Tindak 
Lanjuti 85 

 
 Persentase Perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP 

97 % 
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Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten 

Karimun tahun 2018 memaparkan capaian kinerja setiap sasaran berdasarkan 

perencanaan strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Dalam penjelasan akuntabilitas 

kinerja juga dipaparkan capaian kinerja dari aspek keuangan yang merupakan unsur 

penting untuk menunjang tercapaianya tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan 

realisasi. Dengan demikian penetapan kinerja dan evaluasi dari hasil capaian dan 

realisasi diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang menunjukkan pencapaian kinerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Karimun secara 

Menyeluruh (Massive) dalam kurun waktu satu tahun. Melalui hasil evaluasi tersebut 

dapat diidentifikasikan permasalahan, kendala, dan keterbatasan dalam pelaksanaan 

pencapaian sasaran kinerja yang selanjutnya diupayakan rumusan pemecahan masalah 

untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya 

  

BBAABB  IIIIII  

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS    

KKIINNEERRJJAA    
Pada Bab Ini dijabarkan perencanaan  
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IIPENGUKURAN INDIKATOR  KINERJA TAHUN 2018 

Pengukuran  kinerja  dilakukan  dengan  menggunakan  indikator  kinerja 

berupa input,  output,  dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk 

pengukuran kinerja tingkat kegiatan dituangkan dalam matriks Pencapaian Kinerja 

Kegiatan (PKK), sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran dibuat  pada matriks 

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran dengan menggunakan indikator  

kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan 

antara sasaran  dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat 

dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih 

independent melalui indikator hasil (outcomes) yang terkait  langsung dengan sasaran 

yang diinginkan atau minimalnya dari indikator keluaran (outputs). Capaian kinerja 

setiap indikator selanjutnya diukur kedalam empat kategori sebagai berikut : 

TABEL 3.1 

KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA 

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian 

I 

II 

III 

IV 

Lebih dari 100% 

75% sampai 100% 

55% sampai 75% 

Kurang dari 55% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Pada tahun 2017Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintumempunyai 8 Indikator kinerja yang akan di evaluasi,dan setiap indikator kinerja 

tersebut telah ditetapkan target kinerjanya dengan pengukuran dilakukan berdasarkan 

persentase realisasi dibandingkan dengan target, Capaian Kinerja dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

III.1
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TABEL 3.2 

SASARAN INDIKATOR, TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DPMPTSP 
KABUPATEN  KARIMUN TAHUN 2018 

 
 

No Indikator Kinerja 
Satua

n 
Target Realisasi Capaian 

01 
Jumlah Investor  

(PMA/PMDN) 

Invest
or 

345  560 
Investor 

162 % 

02 Nilai Investasi Rp 21,7 T 22,29 T 101.5% 

03 
Persentase Kenaikan   

Investasi 

Perse
n 

2 % 1.42% 71 % 

04 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Indeks > 3.00 3.33 111% 

05 
Persentase Perizinan 

Tepat Waktu 

Perse
n 

92.50 % 87. % 333 % 

06 
Persentase  Izin yang 

sudah On Line 

Perse
n 

30 % 19,51% 192% 

07 

Persentase Pengaduan 

izin Yang di Tindak 

Lanjuti 

Perse
n 

85 % 100% 100% 

08 

Persentase Perizinan 

yang dikeluarkan 

DPMPTSP 

Perse
n 

97% 96.42% 81, 03 % 

 

 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator 

kinerja, sasaran dan realisasinya.Selain pencapaian setiap sasaran, LAKIP Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2016 

juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. 

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi 

III.2 
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indikator masukan (Input), keluaran (output), dan hasil (out-comes). 

Perhitungan    persentase    pencapaian    rencana    tingkat    capaian    perlu 

memperhatikan     karakteristik     komponen     realisasi,     semakin     tinggi     realisasi 

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. 

Rumus  persentase pencapaian target : 

 

Dinas Penanaman  Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya 

untuk melaksanakan amanat pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan  dan untuk itu capaian sasaran strategis akan di jelaskan sebagai berikut : 

 Meningkatnya Minat Berinvestasi 

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan 

 Iktisar Pencapaian kinerja sasaran dari Badan Penanaman Modal dan  perizinan 

Terpadu Kabupaten Karimun tahun 2016  adalah sebagai berikut  : 

SASARAN 

❶ 
: Meningkatkan  Minat  Berinvestasi 

 

Untuk mengukur Sasaran strategis Meningkatnya Minat Berinvestasi di 

tunjang dengan 3 (Tiga) indikator Kinerja yaitu 

1. Jumlah Investor PMA/PMDN 

2. Nilai Investasi 

3. Persentase Kenaikan Investasi 

Penjelasan Pencapaian indikator-indikator pada sasaran 1 (Satu) diatas akan 

diuraikan sebagai berikut  
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Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian 

1.1 
Jumlah Investor 

PMA/PMDN 
345 Investor

560 
Investor 

162 % 

Pemerintah Kabupaten Karimun  telah berusaha terus menerus 

mendorong dan memperlakukan dengan baik para investor  untuk 

mengembangkan usaha di Kabupaten Karimun, Jumlah Investor yang 

menanamkan modalnya ke daerah setiap tahunnya terus meningkat, sampai 

tahun 2018 ini Investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten 

Karimun berjumlah 486 Investor, secara rincinya dapat disampaikan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.3 

 DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH   

PMA PMDN TAHUN 2014/2015/2016/2017 DAN 2018 

NO. J E N I S 

Jumlah Investor Tahun 2018 

2014 2015 2016 2017 
Investor 

baru 
Jumlah 

1 PMA 21 22 26 27 2 29 

2 PMDN 132 225 313 459 72 531 

 TOTAL 153 247 339 486 74 560 

Grafik 3.1 
JUMLAH PMA PMDN 
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Tabel 3.4 
JUMLAH PMA PMDN DILUAR MAUPUN DIDALAM KAWASAN BEBAS 

BERDASARKAN SEKTOR USAHA TAHUN 2017 dan 2018 

Sumber :DPMPTSP dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Kab. Karimun 

Grafik 3.2 

JUMLAH PMA PMDN DILUAR MAUPUN DIDALAM KAWASAN BEBAS 

Sumberr :DPMPTSP dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Kab. Karimun 
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Grafik 3.3 

Perbandingan PMDN 2018 Terhadap 2017 

Sumberr :DPMPTSP dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Kab. Karimun 

Dari tabel  diatas dapat dilihat  jumlah investor baru  di tahun 2018 berjumlah 

74  Investor,  jika dibandingkan di tahun 2017jumlah investor baru  147 Investor  ada 

penurunan , namun demikian untuk investor dari jenis  Penanaman Modal Asing (PMA) 

yang keberadaan usahanya didalam kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

ada peningkatan  jika dibandingkan  tahun 2018 investor baru dari PMA ada 2 Investor 

sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) investor   baru, selanjutnya dari jenis 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 

2017 investor baru jenis PMDN tahun 2017 yaitu 146 Investor, di tahun 2018 ini 

investor baru berjumlah  72 menurun  sebanyak 74 Investor, hal ini haruslah menjadi 

perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk lebih giat lagi melakukan usaha-usaha 

menarik minat para investor untuk berinvestasi ke Kabupaten Karimun,  ini bertujuan 

untuk pencapaian Misi  Ke Satu Kabupaten Karimun  Mengembangkan pusat 

pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA SAING)sekaligus menjadikan 

masyarakat karimun yang sejahtera dengan perekonomian yang ada, salah satu caranya 

yaitu dengan investasi  (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik 
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maupun investor Asing.karena  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting 

bagi daerah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap 

sebagai aliran  modal  yang relatif  stabil dibandingkan dengan  aliran modal lainnya. 

 

selanjutnya  pencapaian sasaran indikator Meningkatnya Minat Investasi pada 

Indikator Jumlah Investor  PMA PMDN secara persentase dapat di persentasekan 

sebagai berikut  : 

 

(Relasisasi) 560 
X 100% = 162 % 

(Target)     345 

 

Bermakna capaian indikator jumlah Investasi Baru sudah mencapai target, 

tercapainya target indikator ini di pengaruhi oleh beberapa factor adapun  factor-

faktor  yang cenderung dapat mempengaruhi pertimbangan para investor untuk 

menginvestasikan modalnya ke Kabupaten  Karimun diantaranya adalah : 

 Potensi dan karakteristik daerah Karimun,  Budaya masyarakat, dan Sumber 

Daya Alam (SDA), seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, maupun 

iklim dan letak geografis serta kebudayaan,  

 Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini berkaitan dengan tenaga 

kerja yang siap pakai/bekerja di perusahaan. 

 Selain itu, ada faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, akan berguna bagi 

investor dalam menjamin kepastian berusaha, selanjutnya yakni faktor  

 Kebijakan Pemerintah, kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan 

debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan 

iklim investasi dan usaha yang kondusif. 
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Indikator Sasaran Target 
Realisa

si 

Capaian 

 

1.2 Nilai Investasi 21.95 T 22,29 T 101.55  % 

 

Investasi adalah salah satu faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari suatu 

Daerah.Tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan 

untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pula 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi. 

Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus 

melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah dengan meresmikan Sistem Perizinan 

Terpadu Daring (Online Single Submission/OSS) pada 9 Juli 2018 lalu. Melalui sistem baru 

ini, izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat, Untuk mendukung 

suksesnya program OSS ini, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa 

sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya. Diharapkan, dengan adanya 

ancaman sanksi ini, OSS dapat diimplementasikan secara merata ke seluruh daerah di 

Indonesia agar para calon investor dapat mengembangkan bisnisnya ke berbagai daerah. 

Aturan tersebut juga diterapkan sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem agar tidak terjadi 

penyimpangan.  

Dengan adanya sistem terintegrasi yang menyediakan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk perizinan usaha, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. 

Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi 

kantor-kantor yang bersangkutan. 
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Seiring dengan peresmian OSS, OSS Lounge juga disediakan dimana para 

calon investor dapat memperoleh bantuan dalam menggunakan OSS dan berbagai layanan 

yang memudahkan seperti pelayanan mandiri, pelayanan prioritas, pelayanan bantuan, klinik 

berusaha, hingga konsultasi umum investasi. 

Satuan tugas atau satgas telah dibentuk di setiap provinsi di Indonesia. Satgas yang 

ada di tingkat Kabupaten/Kota ini ditujukan untuk mengawal semua proses perizinan agar 

proses yang terjadi tetap transparan dan tidak merugikan, baik itu negara maupun investor. 

Realisasi Investasi Penanaman Modal di kabupaten karimun terus meningkat setiap tahunnya 

,trend positif ini harus tetap terus di pertahankan,  untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel jumlah

nilai investasi berikut : 

    Tabel 3.5 
JUMLAH NILAI INVESTASI DARI TAHUN 2008-2018 

KABUPATEN KARIMUN 

T
A

H
U

N
 NILAI INVESTASI (Rp) 

PMA PMDN JUMLAH 

2008 5,896,974,000,000 5,838,700,000,000 11,735,674,000,000 

2009 7,774,724,000,000 5,849,586,500,000 13,624,310,500,000 

2010 7,757,290,365,574 2,200,837,693,380 9,958,128,058,954 

2011 7,908,220,365,574 2,200,837,693,380 10,109,058,058,954 

2012 8,143,380,365,574 3,202,337,693,380 11,345,718,058,954 

2013 8,163,441,865,574 1,587,337,693,380 9,750,779,558,954 

2014 10,794,134,319,576 2,315,818,549,300 13,109,952,868,876 

2015 14,085,403,827,824 6,853,500,399,300 20,938,904,227,124 

2016 14,460,646,712,284 7,086,125,399,300 21,546,772,111,584 

2017 14,461,746,712,284 7,515,810,367,496 21.977.557.079.780 

2018 14,472,558,212,284 7.817.488.367.496 22.290.046.579.780 

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 
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GRAFIK 3.4 
PERKEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN KARIMUN 

SAMPAI TAHUN 2018 

 
 

 

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 
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Tabel 3.6 
NILAI INVESTASI KABUPATEN KARIMUN 

TAHUN 2018 
 

 LOKASI  PMA   PMDN    JUMLAH  

DALAM KAWASAN BEBAS PELABUHAN BEBAS   10,811,500,000  47,650,000,000  58,461,500,000  

LUAR KAWASAN BEBAS PELABUHAN BEBAS  0  254,028,000,000 254,028,000,000 

 TOTAL INVESTASI  10,811,500,000  301,678,000,000 312,489,500,000  

 

 

 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi investasi  penanaman modal baik dari 

Investor Domestik maupun Investor Asing di Kabupaten Karimun tahun 2018 berjumlah 

Rp 22.290.046.579.780, penyumbang nilai investasi penanaman modal terbesar di tahun 

2018  berasal dari  keberadaan Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN)  di luar 

Kawasan   Perdagangan   Bebas dan Pelabuhan    Bebas  sebesar Rp. 

254,028,000,000, sedangkan PMDN dalam kawasan bebas pelabuhan bebas tahun 2018 

Grafik 3.6 
Nilai Investasi Kabupaten Karimun 
Tahun  2018 
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di angka Rp. 47.650.000.000, jika dibandingkan dengan tahun 2017 ada penurunan , 

untuk tahun 2017 sebesar Rp.124.220.000.000, selanjutnya di tahun 2018, hanya ada 2 

(Dua) PMA yang berinvestasi tepatnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan Bebas 

dengan nilai Investasi sebesar Rp.  10,811,500,000 

Jika di tinjau dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.21,95 T dan 

realisasi tercapai sebesar  Rp 22.29 T, maka  persentase capaian sebesar 101.55 %. 

maka capaian Sasaran meningkatnya Minat Investasi   pada indikator Jumlah Investasi 

dinilai Baik, tercapainya indikator ini merupakan salah satu tolak ukur tercapainya Misi 

ke-1 (satu) RPJM Kab. Karimun Tahun 2016-2021. 

Sedangkan jika dibandingkan  dengan  nilai investasi tahun 2017 ada penurunan 

Nilai investasi, di tahun 2017 nilai investasi berjumlah Rp. 430.784.968.196,-, ditahun 

2018 nilai investasi hanya mencapai angka Rp. 312.489.500.000, ada beberapa factor 

menurunnya investasi di tahun 2018 salah satunya adalah Penerapan system perizinan 

tunggal secara online (OSS) di bulan juli 2018, dengan adanya transisi ke OSS ini maka 

pengusaha yang sedang mengurus izinnya harus mengulang izinnya dari awal lagi 

selain hal tersebut pengusaha juga masih belum familiar dengan system kebijakan OSS 

ini, hal ini membuat pengusaha yang ingin menanamkan modalnya menunda niatnya 

untuk berinvestasi.  

Keberhasilan  capaian indikator  ini tidak terlepas dari kebijakan kebijakan 

maupun upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah , diantaranya : 

1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007  berisi tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah Kabupaten

Karimun

2. Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi

pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran,

termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan

publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar

negeri untukmenanamkan modalnya.

3. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat.
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Indikator Sasaran 
Target 

(%) 

Realisa
si 

(%) 

Capaian 

% 

1.3 
Persentase Kenaikan 

Investasi di Kab. 

Karimun 

2% 1.42% 71% 

 

Untuk mengukur Indikator sasaran Persentase Kenaikan Investasi  adalah dengan 

menghitung kenaikan jumlah investasi dalam nilai rupiah.Yaitu  dengan menghitung 

selisih kenaikan investasi, Jika dilihat dari tabel sebelumnya yaitu tabel 3.5 (tabel nilai 

Investasi), Pada Tahun 2017 nilai investasi Rp.  21,977,557,079,780, sedangkan  untuk 

tahun 2018 nilai investasi Rp 22.290.046.579.780,atau naik sebesar Rp. 

312.489.500.000Dengan persentase kenaikan Investasi sebesar 1.42 %, Sedangkan 

persentase capaian pada  indikator Persentase Kenaikan Investasi di Kab. Karimun 

dengan target sebesar2 % maka capaianyayaitu 71 %, factor tidak tercapainya 

indicator sasaran ini salah satunya adanya perubaha n system perizinan melalaui OSS, 

yang  mana  investor masih menunggu kejelasan system OSS tersebut 

Tabel 3.7 

Kenaikan Investasi Tahun 2017 s/d 2018 

  NILAI INVESTASI (Rp) 
Total Investasi  

Kenaikan 
Investrasi 

  PMA PMDN 

2008 5,896,974,000,000 5,838,700,000,000 11,735,674,000,000 - 

2009 7,774,724,000,000 5,849,586,500,000 13,624,310,500,000 16.09% 

2010 7,757,290,365,574 2,200,837,693,380 9,958,128,058,954 -26.91% 

2011 7,908,220,365,574 2,200,837,693,380 10,109,058,058,954 1.52% 

2012 8,143,380,365,574 3,202,337,693,380 11,345,718,058,954 12.23% 

2013 8,163,441,865,574 1,587,337,693,380 9,750,779,558,954 -14.06% 

2014 10,794,134,319,576 2,315,818,549,300 13,109,952,868,876 34.45% 

2015 14,085,403,827,824 6,853,500,399,300 20,938,904,227,124 59.72% 

2016 14,460,646,712,284 7,086,125,399,300 21,546,772,111,584 2.90% 

2017 14,461,746,712,284 7,515,810,367,496 21,977,557,079,780 2.00% 

2018 14.472.558.212.284 7.817.488.367.496 22.290.046.579.780 1.42 % 

Persentase Kenaikan Investasi Kabupaten Karimun tahun 2018 1.42 % 

Sumber data : BPK Kab Karimun dan DPMPTSP Kab karimun 2018 
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GRAFIK 3.6 

 

Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas  diatas Persentase Kenaikan jika dibandingkan 

tahun 2017 sedikit menurun artinya investasi tahun 2018 jika di bandingkan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2017 ada penurunan sekitar 0.58 %, pemerintah daerah 

haruslah memfokuskan diri untuk menarik investor ke karimun, perlunya pembenahan 

infrastruktur dan kemudahan pelayanan publik yang menjadi pertimbangan utama 

investror untuk masuk ke wilayah kabupaten karimun, tahun 2018 ini untuk 

mempermudah pelayanan dan efisisensi sekaligus memperkecil percaloan pengurusan 

izin sebuah inovasi pelayanan baru telah diterapkan pada Dinas Penanaman Modal Dan 

PTSP yaitu dengan membangun sistem pelayanan pendaftaran online (Simpel Izin) 

pemohon tidak perlu lagi datang cukup online untuk melakukan pendaftaran. Selain itu 

sistem One Singgle Submision (OSS) haruslah di perjelas agar adanya persamaan 

persepsi antara pemerintah dengan pengusaha (investor) 

Dari Analisis Pencapaian tiap tiap indikator,selanjutnya akan sampaikan pencapaian Sasaran  

Meningkatnya Minat Berinvestasisebagai berikut : 

Indikator Sasaran  Target Realisasi Capaian  

Jumlah Investor PMA/PMDN 345 Investor 
560 

Investor 
162 % 

Nilai Investasi 21.95 T 22,29 T 101% 

Persentase Kenaikan Investasi di Kab. 
Karimun 

2% 1.42% 72% 
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Dari table diatas dapat diketahui bahwa pencapaian  sasaranMeningkatnya Minat Berinvestasi  bisa 

dikatakan telah mencapai target  hal ini dilihat dari persentase capaian masing-masing indikator 

pengukur dari sasaran tersebut. 

SASARAN 

❷ 
: 

Meningkatkan  Kualitas Pelayanan 

Perizinan  

Keberhasilan pengukuran Sasaran strategis ini di tunjang melalui 5 (Lima) indikator kinerja yaitu :  

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

2. Persentase Perizinan Tepat Waktu 

3. Persentase  Izin yang sudah On Line 

4. Persentase Pengaduan izin Yang di Tindak Lanjuti 

5. Persentase Perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP 

Secara rincinya analisis perindikator akan disampaikan sebagai berikut : 

 

Indikator Sasaran 
Target 

( %) 

Realisasi 

( %) 

Capaian 

 

2.1 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik 

 

> 3.00 3.33 111 % 

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi 
tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya. 

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. 
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Pada tahun 2017  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten 

Karimun  telah melaksanakan penelitian  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   dan hasil pengukuran atas 

kepuasan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

TABEL 3.8 

NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 
TAHUN 2014, 2015, 2016 DAN 2017 

NO UNSUR PELAYANAN 
NILAI RATA RATA UNSUR 

2014 2015 2016 2017 2018 
1 2  3 4 5 6 

U1 Prosedur Pelayanan 3.15 3.21 3.28 3.39 3.18 

U2 Persyaratan Pelayanan 3.11 3.15 3.3 2.96 3.10 

U3 Kedisiplinan Pegawai 3.16 3.23 3.32 3.38 
 

U4 Perilaku pelaksana 3.13 3.25 3.39 3.46 3.68 

U5 Kecepatan dalam Pelayanan 3.07 3.3 3.26 3.26 
 

U6 Kompetensi  Pegawai 3.2 3.35 3.43 3.49 3.21 

U7 Maklumat Pelayanan - - 3.38 3.15 3.29 

U8 Kejelasan dan Kepastian Petugas 3.23 3.3 3.39 
  

U9 Daya Tanggap  (Responsif) 3.13 3.23 3.34 3.85 
 

U10 Penganganan Pengaduan 3.13 3.23 3.36 3.06 3.13 

U11 Ketepatan Waktu 3.13 3.02 3.29 3.19 3.19 

U12 Kenyamanan sarana/Prasarana 3.19 3.3 3.29 3.41 
 

U13 
Biaya diluar  retribusi  yang telah 
ditetapkan 3.19 3.12 3.87 3.58 

 

U14 Produk spesifikasi Jenis Pelayanan - - 3.46 3.51 3.19 

U15 Kepastian Biaya     - 3.88 4.01 

Lainnya Kewajaran Biaya Pelayanan 3.16 3.16 - 
  

Lainnya Keamanan Pelayanan 3.2 3.2 - 
  

Lainnya Ruang Tunggu Pelayanan - - - 3.52 
 

NRR   3.14 3.14 3.36 3.37 3.33 

IKM   3.14 3.14 3.36 3.37 3.33 

SKOR UNIT 
PELAYANAN 

  78.43 78.62 84.06 84.31 83.20 
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GRAFIK 3.8 

 

 

Berdasarkan tabel Dan grafik diatas pengukuran terhadap kualitas 9  unsur 
pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat baik hal ini dilihat dari nilai indeks 
yang di peroleh yaitu 3.33 dan hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,20, 
yang berarti masuk dalam kategori A (SANGAT BAIK), Sebagaimana diketahui bahwa 
kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :  
 

Tabel 3.9 

Kategorisasi Mutu Pelayanan 
 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI 
INTERVAL 

IKM 

NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 

IKM 

MUTU 
PELAYAN

AN 

KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 KINERJA DPMPTSP 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 
 

TARGET 
3,00 

2 1,76 – 2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik  
REALISASI 

3.36  

3 2,51 – 3,25 62,51-81,25 B Baik  
KINERJA 

PELAYANAN 

4 3,26 – 4,00 81,26-100 A Sangat Baik  A (Sangat Baik) 
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Dari 15 unsur yang di nilai  tersebut nilai tertinggi  pada unsur ke 15 (U15) yaitu 

“Kepastian Biaya” dengan nilai 4.01,  hal ini mengambarkan bahwa publik mengetahui 

dalam pelayanan/ penerbitan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu tidak memungut biaya selain biaya retribusi yang telah di tetapkan 

dalam Peraturan Daerah Mengenai Retribusi dan Pajak Daerah, sedangkan unsur 

dengan  nilai  terendah  pada unsur “Persyaratan Pelayanan” dengan nilai 3.10 2.66 

dibandingkan tahun lalu tahun 2017 (2.66) nilai responden terhadap  unsur 

persyaratan layanan terlihat ada peningkatan. Hal ini berarti tingkat pemahaman 

masyarakat terkait perizinan semakin membaik. 

Selanjutnya Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadaap 

Pelayanan Publik  adalah sebagai berikut :  

 

(realisasi)  3.33 
X 100  =          111 % 

(Target)   3.00 

 

Pencapaian kinerja pada  Indikator Indeks  Kepuasan Masyarakat dari tahun 

2012 s/d 2016  akan di tampilkan pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.10 

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 

Dari tahun 2012 s/d 2017 
 

No Indikator sasaran 
TAHUN 

2012 
TAHUN  

2013 
TAHUN 

2014 
TAHUN 
2015 

TAHUN 
2016 

TAHUN 
2017 

TAHUN 
2018 

1. 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik 

102.33   104   104.6  104  112   112.33  111 

 

Dari Tabel Pencapaian diatas dapat dilihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan yang di berikan ada penurunan, hal ini menunjukan adanya kekurangan dalam 

pelayanan di tahun 2018 di harpkan untuk selanjutnya agar lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

semakin meningkat, agar pelayanan terus ditingkatkan dengan menciptakan inovasi-inovasi 

baru berkaitan dengan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan  
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Indikator Sasaran 
Target 

() 

Realisasi 

() 

Capaian 

 

2.2 Persentase Perizinan Tepat 

Waktu 
92.50 % 87.27 % 94.35% 

 

Ketepatan waktu berarti target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah di tetapkan dalam Standard Operasional Prosedur(SOP) , dari masing 

masing perizinan memiliki jangka waktu penyelesaian yang berbeda, waktu 

penyelesaian tersebut di hitung dari pendaftaran sampai izin tersebut ditandatangani 

dan diterbitkan. Keberhasilan Indikator persentase proses perizinan yang bisa 

diselesaikan  tepat waktu dapat diasumsikan sebagai barometer untuk mengukur  

kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu 

Pintu, indikator ini memperhatikan aspek kecepatan dan kemudahan  dalam penerbitan 

izin, salah satu aspek pelayanan yang harus di jaga oleh aparat pelayan publik adalah 

aspek kecepatan,untuk lebih jelasnya perhitungan capaian kinerja sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN 
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TABEL 3.12 
REKAPITULASI IZIN TERBIT SESUAI JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 

 

NO IZIN 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV TOTAL 
Iz

in
 T

er
b

it
 

Iz
in

 S
e

su
ai

 S
O

P
 

Iz
in

 T
id

ak
 s
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ai
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b
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b
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b
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b
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e
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O
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 T
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u
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O
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A Bidang Jasa Usaha  606 
56

3 
43 355 319 36 218 172 46 192 

13
8 

54 
137

1 
1192 

17
9 

1 SIUP 76 69 7 39 35 4 14 10 4 - - - 129 114 15 

2 TDP 82 81 1 66 60 6 15 12 3 - - - 163 153 10 

3 TDG 2 2 - 3 2 1 - - - - - - 5 4 1 

4 TDI - - - - - - - - - - - - - - - 

5 IUI - - - - - - - - - - - - - - - 

6 SIUP-MB 1 1 - - - - 1 1 - - - - 2 2 0 

7 ITP-MB 6 5 1 1 1 - 2 2 - 4 3 1 13 11 2 

8 SITU 403 
37

2 
31 192 174 18 179 141 38 144 93 51 918 780 

13
8 

9 TDUP 6 4 2 5 4 1 1 1 0 0 0 0 12 9 3 

10 IUJK 22 21 1 45 39 6 4 4 0 0 0 0 71 64 7 

11 WALET 8 8 - 2 2 - 1 - 1 43 41 2 54 51 3 

12 TUKS - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Bengkel Umum - - - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 4 4 - 

14 
Izin Timbun 
BBM 

- - - - - - - - - - - - - - - 

15 P.Prinsip IUI - - - - - - - - - - - - - - - 

16 IUPP - - - - - - - - - - - - - - - 

17  (IUTM) - - - - - - - - - - - - - - - 

B 
Bidang 
Perizinan 
Tertentu 

50 47 3 40 30 10 19 17 2 56 48 8 165 142 23 

1 IMB 31 28 3 23 15 8 6 4 2 56 48 8 116 95 21 

2 Izin Apotik - - - 2 2 - - - - - - - 2 2 0 

3 Toko Obat 4 4 - 4 4 - - - - - - - 8 8 0 

4 Izin Optikal - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 0 

5 Izin Labkes - - - 0 0 - - - - - - - - - - 

6 Izin STPT - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 0 

7 SPP-IRT 10 10 - 6 5 1 13 13 - - - - 29 28 1 

8 

Izin Usaha 
Mikro Obat 
Tradisional 
(IUMOT) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

9 IMKP 2 2 - 1 1 - - - - - - - 3 3 - 

10 IOKP 2 2 - 2 1 1 - - - - - - 4 3 1 
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11 
Izin Mendirikan 
Klinik Utama 

- - - - - - - - - - - - - - - 

12 
Izin 
Operasional 
Klinik Utama 

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - 

13 
Izin Mendirikan 
Rumah Sakit 
Tipe C 

- - - - - - - - - - - - - - - 

14 

Izin 
Operasional 
Rumah Sakit 
Tipe C 

- - - - - - - - - - - - - - - 

15 
Izin Mendirikan 
Rumah Sakit 
Tipe d 

- - - - - - - - - - - - - - - 

16 

Izin 
Operasional 
Rumah Sakit 
Tipe D 

- - - - - - - - - - - - - - - 

C 
Bidang 
Promosi 
Investasi 

22 22 - 26 26 - 3 3 - - - - 51 51 - 

1 
Izin Prinsip 
PMDN 

22 22 - 26 26 - 3 3 - - - - 51 51 - 

2 
Izin Prinsip 
Perluasan 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Izin Prinsip 
Perubahan 

- - - - - - - - - - - - - - - 

4 
Izin Prinsip 
Merger 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 Izin Usaha - - - - - - - - - - - - - - - 

6 
Izin Usaha 
Perluasan 

- - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Izin Usaha 
Perubahan 

- - - - - - - - - - - - - - - 

JUMLAH 678 
63

2 
46 421 375 46 240 192 48 248 

18
6 

62 
158

7 
1385 

20
2 

PERSENTASE IZIN 
SESUAI SOP 10

0%
 

93
%

 

7%
 

10
0%

 

89
%

 

11
%

 

10
0%

 

80
%

 

20
%

 

10
0%

 

75
%

 

25
%

 

10
0%

 

87
.2

7%
 

12
.7

3%
 

 

Jika dilihat pada tabel Persentase perizinan tepat waktu, dengan target 92.50 %, 

terealisasi sebesar  87,27% atau nilai realisasi  capaian 94.35 %. Dari 1587  izin yang 

diterbitkan ditahun 2018(21 jenis Perizinan) ada 1385 izin yang terbit tepat waktu 

selebihnya yaitu 202  izin penerbitan izinnya melewati batas waktu standard yang di 

tentukan didalam SOP, Sebagaimana table diatas diketahui juga bahwa 21 jenis 

perizinan ada 13 jenis perizinan  yang persentase tepat waktunya mencapai 100 % yaitu 

SIUP MB,BENGKEL UMUM, IZIN APOTIK, IZIN OPTIKAL, TOKO OBAT,STPT, IMKP,IOKU 

DAN IPPMDN,  sedangkan persentase ketepatan waktu terendah ada pada perizinan 
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IUKP DAN TDUP dengan persentase sebesar 75 %,  

Grafik 3.9 
Izin Terbit Tahun 2018 

 

 

 

Realisasi Capaian Persentase Ketepatan Waktu dari tahun 2016   s/d 2017 

No Indikator sasaran TAHUN 2016 TAHUN 2017 
TAHUN 

2018 

 

1. Persentase Perizinan 

Tepat Waktu 
92.12 % 95.32 %  94.35 % 

 

 

Dari Tabel Pencapaian diatas dapat dilihat ada penurunan n persentase ketepatan 

waktu penyelesaian izin  sekitar 1%, hal ini haruslah menjadi motivasi untuk terus 

memperbaiki pelayanan khususnya dari kecepatan proses pelayanan perizinan,  

perlunya inovasi-inovasi baru untuk mengefektifkan waktu penyelesaian 

penerbitan izin dengan memanfaatkan IT dalam proses pelayanan perizinan. 
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Indikator Sasaran 
Target 

(%) 

Realisa
si 

(%) 

Capaian 

(%) 

2.3 Persentase Izin yang sudah 

Online 

30% 100% 333 % 

 

Indikator ke 3 (tiga) pada sasaran kedua (Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Perizinan) yaitu Persentase Izin yang sudah Online.  Untuk pengukuran indikator ini 

dengan  menghitung jenis perizinan  yang proses pelayanannya melalui online dibagi 

jumlah seluruh jenis  perizinan yang dilayani  di kali 100%, pada tahun 2017 Dinas 

penanaman modal untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berinovasi dengan 

melaunching sistem Pendaftaran Izin secara online yang di berinama ”simpelizin ” 

untuk mempermudah pelaku usaha untuk melegalkan izinnya, sistem ini merupakan 

fasilitas untuk merekam proses perizinan secara elektronik dimulai dari pengisian data 

permohonan sampai pada proses penyerahan izin,  

Pada  bulan juli 2018 di luncurkan Sistem OSS (Online Single Submission) alias 

Perizinan Online Terpadu hari ini diluncurkan oleh pemerintah, system ini merupakan 

system pelayanan pengurusan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan 

melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat 

mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. 

OSS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan 

birokrasi dalam perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan 

terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Hal ini untuk 

mempercepat dan mempermudah investor local maupun asing untuk berinvestasi di 
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Indonesia 

Tabel 3.13 
Daftar jenis Izin yang dilayani 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2018 

 

NO JENIS IZIN WAKTU 
Sistem   Pelayanan  

OSS SIMPEL MANUAL  

A. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL      

1 Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 5 hari  

  
 

2 
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

3 hari  
 

  
 

3 
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

5 hari 
 

  
 

4 
Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

10 hari 
 

  
 

5 Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 7 hari  

  
 

6 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri 7 hari  

  
 

7 
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

5 hari 
 

  
 

8 
Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

7 hari 
 

  
 

A. BIDANG PERIZINAN JASA USAHA 

   
 

1 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional 5 hari  
  

 

2 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 3 hari   
 

 

3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari  

  
 

4 Surat Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 5 hari  

  
 

5 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 5 hari  

  
 

6 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 3 hari  

  
 

7 Tanda Daftar Industri  ( TDI ) 5 hari  

  
 

8 Tanda Daftar Gudang ( TDG ) 14 hari  

  
 

9 Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari  

  
 

10 Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet 5 hari  

  
 

11 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) 5 hari   

  
 

12 
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 
(SIUP-BM) Untuk Pengecer atau Penjual Langsung 

5 hari  
 

  
 

13 
Persetujuan Prinsip Untuk Mendapatkan Izin Usaha 
Industri 

7 hari  
 

  
 

14 
Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk 
pembangunan sarana dan prasarana Penyimpanan 
Bahan Bakar minyak (BBM) 

7 hari  
 

  
 

15 Tanda daftar Usaha pariwisata (TDUP) 3 Hari  

  
 

16 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 14 hari  
  

 

17 Izin Bengkel Kendaraan Bermotor 3 hari   
  

 

A. BIDANG PERIZINAN TERTENTU 

   
 

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12 Hari  

  
 

2 Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas  C 14 hari  

  
 

3 Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas  D 14 hari  

  
 

4 Surat Izin Apotik (SIA) 7 hari   

  
 

5 Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat (TO) 7 hari   

  
 

6 Izin Mendirikan Klinik Pratama (IMKP) 14 hari  

  
 

7 Izin  Operasional  Klinik Pratama (IOKP) 24 Hari  

  
 

8 Izin Mendirikan Klinik Utama (IMKU) 14 hari  
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9 Izin  Operasional  Klinik Utama (IPKU) 24 Hari  

  
 

10 Izin Optical (OPT) 5 Hari 
   

 

11 Izin Laboratorium Klinik Pratama (ILKP) 7 hari   

  
 

12 Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) 7 hari  

  
 

13 
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
(SPP-IRT) 

5 hari 
 

  
 

14 Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT) 7 hari   

  
 

15 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas  C (IORS) 14 hari  

  
 

16 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas  D (IORS) 14 hari  

  
 

 

Jika dilihat dari tabel diatas tidak ada lagi pelayanan perizinan  yang di daftarkan secara 

manual , hal ini dikarenakan Aplikasi OSS sudah di luncurkan oleh Pemerintah, dengan 

demikian  indikator ke 3 ”persentase Perizinan yang sudah Online”  dari sasaran 2 ” 

meningkatnya Kulitas Pelayanan Perizinanan ”  telah melebihi target yang di 

tentukan, yaitu  

(Izin Online)  41 
X 100  =          100  % 

(Seluruh Izin )   41 

Dengan Realisasi Capaian sebesar :  333 %,  

Masih kurangnya tenaga SDM bidang  IT (programer) untuk menunjang pelaksanaan 
pelayanan perizinan online melalui aplikasi SIMPEL menjadi salah satu kendala yang 
utama,  untuk hal tersebut kedepannya Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu 
Akan mengusulkan penambahan tenaga SDM untuk programer Aplikasi Simpel Izin. 

 

Realisasi Capaian “Persentase Izin yang Sudah Online”dari tahun 2017   s/d 

2018 

No Indikator sasaran TAHUN 2017 TAHUN 2018 

1. Persentase Izin Online 19.51 %  100 % 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian 

2.4 
Persentase Pengaduan izin 

Yang di Tindak Lanjuti 

 

85% 86 % 100.84 % 

 

Indikator keempat pada sasaran Kedua  (Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Publik) yaitu Persentase  pengaduan permasalahan izin yang ditindaklanjuti. Capaian 

pada indikator ini adalah 100 %  dari target yang ditetapkan 80 % .  dengan realisasi 

capaian sebesar 120 %,  Selama  tahun 2017 ada 3 (tiga) pengaduan yang diajukan oleh 

pelaku usaha, objek dari pengaduan bervariasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 3.14 : Pengaduan Tahun 2018 

No 
Naama 

Perusahaan/
Pemilik 

Alamat 
Perusahan 

Taggal 
Pengad

uan 
Objek Izin yang diadukan 

Tangal 
Penyelesaiann 

dan isi 

01 Jummeika 
Suppian 

u/ an  

PD. CV.SIDAN 
JAYA 

 

1. Lubuk Semut 
RT.002/002/K
ec. Karimun 

 

14-02-
2018 

Kesalahan Nama Usaha,  

 

14-02-2018 

Proses langsung 
diubah setelah 
pemohon 
meyerahkan 
berkas untuk 
perubahan, 

02 POPPY 

U/an. CV 
CITRA SEJATI 

Jl. Tamrin no 
69 rt.001/001 
Tg. Batu Kota 

20-02-
2018 

KTP yang dimasukan masih 
KTP lama 

20-02-2018 

Proses langsung 
di ganti 

03 AMRAN 

U/an. CV 
COMBOL RAYA 

Tg. Pelanduk 
Rt,02/02 Kec. 
Moro 

14-03-
2018 

Izin Terlambat di Terbitkan  14-03-2018 

Proses langsung 
di tanggapi 

04 HARTONO 

U/An. PT 
PADIMAS 

Jl. 
Pertambangan 
Komplek 
Padimas 

20-03-
2018 

Kurang Surat Rujukan Langsung di 
Proses 
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05 MULIADI 

U/An. 
SENYENCHAN
G PERKASA 

Jl. Teluk Air 
Rt.03/001 Kec. 
Karimun 

02-04-
2018 

Izin Terlambat di Terbitkan 02-04-2018 

Proses langsung 
di tanggapi 

06 LI GUO HUI 

U/An. PT 
CAHAYA 
KARIMUN 

Perum tMK 
Block F No. 27-
28 Kec. Meral 

27-09-
2018 

Kesalahan Nomor Izin  27-09-2018 

Proses langsung 
di tanggapi 

07 Weni 
Rahidawati 

Parit Karimun 
Kecamatan 
Karimun 

08/03/2
018 

Kesalahan Pengetikan Nama 
Perusahaan di TDO 

Belum Di Proses 
karena belum 
mengembalikan 
berkas izin TDP 

 

Pada Tahun 2018 dari 7 pengaduan yang diajukan , 6 Pengaduan  telah 

ditindaklanjuti (65 %) dan proses tindaklanjuti terhadap pengaduan tersebut telah 

berjalan seuai dengan Standard Operasional penyelesaian pengaduan, penyelesaian 

pengaduan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam SOP (7 Hari) semua 

pengaduan di selesaikan dalam tempo berkisar 1 s/d 3 hari, hal ini harus tetap 

dipertahankan, sedangkan 1 Pengaduan lagi tidak di proses dikarenakan pelapor belum 

melengkapi berkas yang kurang  

Jika dilihat dari tabel diatas laporan tentang permasalahan yang diadukan 

adalah keterlambatan izin terbit dan kesalahan pengetikan (adanya human eror) hal ini 

disebabkan kurangnya ketelitian dalam penginfutan data pada sertifikat izin,  serta 

kurangnya evaluasi/ceks administrasi terhadap sertifikat izin yang telah ketik, untuk 

mengatasi hal ini DPMPTSP  kedepannya akan memanfaatkan sistem berbasis IT yaitu 

perizinana online (Aplikasi SIMPEL Izin), dengan aplikasi ini human eror akan dapat 

diminimalisir, dan perekaman data yang terimpan akan lebih mudah untuk di update 

kembali, secara rinci jumlah pengaduan selama 6 tahun kebelakang dapat dilihat pada 

grafik berikut : 
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Grafik 3.10  :   Jumlah Pengaduan Dari Tahun 2014 s/d 2018 

 

Sumber data : Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan DPMPTSP 

Grafik diatas menjelaskan bahwa laporan atas pengaduan pada tahun 2018 jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 ada peningkatan  3 pengaduan, ini berarti tingkat 

kinerja pelayanan agak menurun,  semakin sedikit pengaduan yang di terima akan 

berdampak semakin puas pelanggan atas pelayanan yang berikan, kecepatan atau 

respon terhadap aduan pelapor juga menunjukan adanya komitmen seluruh pegawai 

untuk memberikan pelayanan yaang terbaik untuk pelanggan (service Excelent) , ini 

juga dapat diartikan bahwa indikator ”Persentase Pengaduan izin Yang di Tindak 

Lanjuti “,  dengan perhitungan capaian sebagai berikut : 

( Pengaduan di tindak lanjuti)  6 
X 100  =          86 % % 

( Jumlah Pengaduan)   7 

 

Sedangkan Realisasi Capaian “Persentase Pengaduan yang di 

tindaklanjuti”dari tahun 2017   s/d 2018 adalah sebagai berikut : 

No Indikator sasaran TAHUN 2017 TAHUN 2018 

1. Pengaduan yang di tindaklanjuti 100 %  86 % 
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Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian 

2.5 Persentase Perizinan 

yang dikeluarkan 

DPMPTSP 

97 %  78.60 % 81.03 % 

 

Capaianindikator  ini didapat dengan menghitung jumlah izin diterbitkan yang 

memenuhi ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibagi jumlah izin yang 

didaftarkan. Berdasarkan SOP, dengan mengukur indikator  Persentase perizinan 

yang di keluarkan  didapat gambaran tentang  kepercayaan pelaku usaha terhadap  

pelayanan perizinan, Kemudahan dan keterpaduan layanan perizinan yang dirasakan 

oleh pemohon pada saat proses pelayanan perizinan menumbuhkan kepercayaan 

tersebut, artinya semakin besar persentase perizinan yang di keluarkan berarti 

kepercayaan  pelaku usaha  semakin besar demikian juga  sebaliknya. 

proses pemberian izin antara lain adalah pendaftaran, penelitian berkas, 

pengkajian, penetapan izin, pembayaran retribusi dan penomoran izin, pada tahun 

2017 Izin yang terdaftar sebanyak 3025 Izin,  sedangkan yang  diterbitkan berjumlah 

2917 izin , secara rinci akan di jelaskan dalam tabel berikut  : 

Tabel 3.15 : Rekapitulasi Pengeluaran Izin perbulan Tahun 2018 

Sumber Data : Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan 
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Grafik 3. 11 
Rekapitulasi Pengeluaran Izin perbulan Tahun 2018 

Sumber Data : Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan 

Tabel 3.16 

JUMLAH IZIN  YANG DITERBITKAN DPMPTSP TAHUN  2016 s.d  2018 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 
Karimun 

2019 

55 | L A K I P   T A H U N   2 0 1 8 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

GRAFIK 3.12 

JUMLAH IZIN  YANG DITERBITKAN DPMPTSP TAHUN  2016 DAN 2018 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pada tabel dan Grafik diatas pada tahun 2018 dari total 2019 izin yang 

didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten 

Karimun sebanyak 1587 izin diterbitkan dengan persentase izin yang diterbitkan 

sebesar 78 60 %, sedangkan 432 Izin masih dalam proses, Hal ini terjadi dikarenakan 

berkas pengajuan perizinan yang belum lengkap maupun pendaftar yang menarik 

kembali berkas pengajuan perizinan .Persentase Izin yang   Jika dibandingkan dengan 

target sebesar 85 %, maka persentase pencapaian sasaran indikator  perizinan yang di 

keluarkan oleh BPMPT   tahun 2016 yaitu : 

( Relasisasi) 78.60  % 
X 100% =  81.03  % 

(Target) 97 % 

Tabel : Capaian sasaran Meningkatnya Kemudahan Pelayanan melalui keterpaduan 
Layanan dari tahun 2015 s/d 2018 

No Indikator sasaran 2015 2016 2017 2018 

1. Persentase Perizinan yang di 
keluarkan DPMPTSP 121.67 

% 
101.53 

% 
   101.49 

% 
81.03

% 
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BAB IV 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Karimun sebagaimana tertuang dalam rencana strategis terdapat 2 

tujuan dan 2 Sasaran Dan 8 Indikator  sasaran yang pada tahun 2018 dilaksanakan 

melalui indikator kinerja dengan 10 Program dan 22 kegiatan yang di danai dari APBD 

kabupaten karimun.  

 

Meski indikator kinerja sasaran  rata-rata dapat tercapai 100 dengan kategori 

baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditingkatkan dan dicukupi 

seperti, kurangnya sarana prasarana untuk pengecekan kelapangan seperti mobil dan 

kendaraan roda dua. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang telah dan akan 

dilaksanakan antara lain meningkatkan SDM Bidang IT untuk mendukung Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berbasis IT (online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan penganggaran untuk pembelian mobil dan kendaraan roda dua 

 

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Karimun yang telah tersusun ini merupakan pertanggungjawaban 

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 

2018dan untuk tahun-tahun yang akan datang masih diperlukan penyempurnaan, baik 

dalam penetapan rencana kerja maupun pengumpulan data kinerjanya. 
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DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KARIMUN 

 

Komplek  Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading 

Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun 

Telp.(0777) 7366036, 7366037, Fax.(0777) 7366009 

Email : bpmpt.kab.karimun@gmail.com 

Website : WWW.BPMPT-KABKARIMUN.COM 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpmpt-kabkarimun.com/
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FORMULIR RS  

RENCANA STRATEJIK 

TAHUN 2018 

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN 

VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa 

MISI 1 : Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.(TERDEPAN DALAM DAYA SAING) 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

CARA MENCAPAI TUJUAN  

KEBIJAKAN PROGRAM  

Meningk
atkan  
Pertumb
uhan  
Investasi 

Meningkat
nya Minat 
Berinvesta
si 

Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap 
dan akurat 

Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat 1. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi  
- Pendataan Potensi Investasi  

2. Program Penataan Peraturan 
Perundang-Undangan 
- Penyusunan Perda Izin Lokasi 
- Revisi Standar SOP 

3. Program Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan Anjab  
- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 
SKPD 

Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat 
sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus 
membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi 

Pensinergian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
(PTSP) milikpemerintah daerah dengan KPBPB dan penggunaan 
Sistem PelayananInformasi dan Perizinan Investasi secara 
Elektronik(SPIPISE) 

Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 

Mengoptimalkan Pemanfaaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 

Dorongan dan bantuan terhadap KPBPB dalam 
mengembangkanmekansime promosi investasi yang lebih 
efektif 

Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional 
 Menyelenggarakan pertemuan investor (Karimun Summit) sebagai ajang 
promosi daerah 

Mengoptimalkan keberadaan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
untuk mendukung upaya-upaya promosi investasi daerah 

Meningkatkan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara 
pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain 

Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan 
untukmendukung kepastian berusaha 

Menyempurnakan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk 
mendukung kepastian berusaha bagi investor, 

Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha. Meningkatkan kemudahan prosedur perizinan dan usaha 

Pemberian kemudahan pelayanan bagi pelaku IKM melalui 
sistem pelayanan satu pintu 

Meningkatkan daya tarik investasi pada sektor IKM melalui kemudahan 
prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal 

Meningkatkan promosi investasi pada sektor IKM secara lebih efektif 
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FORMULIR RS 

RENCANA STRATEJIK 

TAHUN 2018 

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN 

VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa 

MISI 2 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 
CARA MENCAPAI TUJUAN  

KEBIJAKAN PROGRAM  

Meningkat
kan 
kemudaha
n 
pelayanan 
perizinan 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Perizinan 

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan. 

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan 

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
-  Pengelolaan Website DPMPTSP Kabupaten Karimun 

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran 
- Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dan Operasional BP 
Kawasan  

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Papan Nama Kantor 
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

4. Program Peningkatan Disiplin  Aparatur 
- Pengadaan Pakaian  Perizinan untuk hari-hari tertentu 
- Pengadaan Pingger Pinter 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
(LAKIP) 

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan 
- Pengadaan Media Layar SEntuh 
- Pengadaan Sistem Aplikasi Pendaftaran Secara Online 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
dalam pelayanan publik sehingga tercapai 
pelayanan prima. 

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 
dalam pelayanan publik sehingga tercapai pelayanan 
prima. 

Peningkatan fasilitas penunjang kualitas 
pelayanan publik 

Meningkatkan dan memelihara fasilitas secara 
berkala dalam mendukung kecepatan, ketepatan dan 
kenyamanan pelayanan 

Implementasi maklumat pelayanan 

Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme 
aparatur pemerintah 

Meningkatkan fasilitas penunjang kualitas 
pelayanan publik 

Melakukan penilaian dan pemeringkatan secara 
periodik terhadap jenis layanan yang tersedia 

Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 
oleh OPD 

Memastikan ketersediaan SOP setiap unit pelayanan 
publik 

Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak 
terlalu prosedural dan berbelit-belit 

Mengevaluasi berkala dan perbaikan terhadap SOP 
yang telah disusun 
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- Verifikasi Teknis dan Pelayanan Perizinan Bidang Jasa Usaha 
- Verifikasi Teknis dan Pelayanan Perizinan Bidang Jasa Tertentu 
- Pengendalian (Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi) Perizinan dan 
Penanaman Modal/ Investasi 
- Evaluasi Penerapan Implementasi Penjamin Mutu Melalui 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2015 

7. Program Pengembangan Data Informasi 
- Penyusunan SKM 
8. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian 
KDH 
- Administrasi Operasional TIM Penertiban Perizinan 
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Renja 
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 
- Penyusunan ANJAB 
11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
-. Pendataan Potensi Investasi 
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Monev Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal 
13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
- Penyusunan Perda Izin Lokasi 
- Revisi SOP Pelayanan Perizinan 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

TAHUN 2018 

Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target 

Meningkatkan  

Pertumbuhan  

Investasi 

Meningkatnya Minat 

Berinvestasi 

Jumlah Investor  (PMA/PMDN) 
340 

Investor 

Nilai Investasi 21,6 T 

Persentase Kenaikan   Investasi 2 % 

Meningkatkan 

kemudahan 

pelayanan 

perizinan 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat > 3.00 

Persentase Perizinan Tepat Waktu 92.20 % 

Persentase  Izin yang sudah On Line 10 % 

Persentase Pengaduan izin Yang di Tindak 

Lanjuti 
80 

Persentase Perizinan yang dikeluarkan 

DPMPTSP 
95% 
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PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2018 

Sasaran Indikator sasaran Target 

Meningkatnya Minat 

Berinvestasi 

Jumlah Investor  (PMA/PMDN) 340 Investor 

Nilai Investasi 21,7 T 

Persentase Kenaikan   Investasi 2 % 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan 
Indeks Kepuasan Masyarakat > 3.00 

Persentase Perizinan Tepat Waktu 92.50 % 

Persentase  Izin yang sudah On Line 30 % 

Persentase Pengaduan izin Yang di Tindak Lanjuti 85 

Persentase Perizinan yang dikeluarkan DPMPTSP 97 % 
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PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018 

NO SASARAN INDIKATOR satuan 
Target akhir 

renstra 
Target 2017 

Realisasi 

2017 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan   

Persentase perizinan yang dikeluarkan oleh 
DPMPTSP. 

Persen 
100 % 

97 % 81.03 % 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Pablik 

Indeks > 3.00 > 3.00 3.33 

Persentase proses perizinan Yang bisa 
diselesaikan tepat waktu Persen 

93.50 % 

92.50 % 87.27 % 

Jumlah Izin yang sudah On Line 
Persen 

100 % 
30 % 100 % 

Persentase Pengaduan  Izin yang ditindak lanjuti Persentase 95 % 87 % 86 % 

2 Meningkatnya 

Minat 
Investasi 

Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Rupiah 
22 T 

21,7  T 22,29 T 

Jumlah PMA dan PMDN 
Buah 

360 
345 560 

Persentase Kenaikan Investasi di Kab.Karimun. Persentase 5 % 2% 1.42 % 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

N

O 
SASARAN INDIKATOR RUMUS 

1Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan 

Persentase perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Jumlah Permohonan 

Jmlh Izin terbit 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 
Pablik 

IKM Unit Pelayanan x 25 

Persentase proses perizinan  Yang bisa diselesaikan 
tepat waktu 

Batas Tempo 

Rata Rata hari 

Jumlah Izin yang sudah On Line jelas 

Persentase Pengaduan  Izin yang ditindak lanjuti Jelas 

3Meningkatnya Minat Investasi Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jelas 

Jumlah PMA dan PMDN Jelas 

Persentase Kenaikan Investasi di Kab.Karimun. Jml Investasi Th 1 

Jmlh Investasi Th 0 X
100

X
100

X
100
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